BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dan rumusan permasalahan yang ada maka
kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlibatan masyarakat Kabupaten Halmaera Utara
dalam pembuatan dokumen AMDAL Pertambangan PT. Nusa
Halmaera Mineral tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup karena dari tahap dimulai, penapisan, pelingkupan,
kesepakatan KA-ANDAL, penyusunan ANDAL,RKL dan RPL,
keputusan kelayakan atas ANDAL, RKL dan RPL harusnya ada
perlibatan masyarakat dalam pemberian tanggapan,saran dan kritik
sebagai bahan pertimbangan dalam dokumen AMDAL Kkarena
dampak yang akan terjadi akan dirasakan oleh masyarakat di
kawasan Kecamatan Lingkar Tambang yaitu Kecamatan Kao,Kao
Teluk,Kao Utara, Kao Barat dan Malifut sehingga secara prosedural
terbitnya dokumen AMDAL Pertambangan PT. Nusa Halmaera
Mineral tidak sesuai karena tidak adanya keterlibatan masyarakat.

2. Kendala dalam pelaksanaan perlibatan masyarakat dalam
pembuatan Dokumen AMDA Pada pertambangan adalah sarana dan
prasarana Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara yang belum

memadai terutama dalam akses komunikasi karena jarak kantor
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Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara dengan
kawasan Kecamatan Lingkar Tambang ditempuh dengan mobil
memakan waktu 2 jam , sedangkan di Kawasan Kecamatan Lingkar
Tambang sinyal masih belum baik sehingga untuk melakukan
sosialiasi dan edukasi secara bertahap dan berkelanjutan sangat sulit,
serta jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera
Utara juga belum terlalu banyak. Kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pendidikan lingkungan hidup juga menjadi kendala
sehingga masyarakat kawasan Kecamatan Lingkar Tambang sering
acuh ketika Dinas Lingkunngan Hidup Kabupaten Halmaera
membuat sebuah sosialiasi jumlah masyarakat yang datang sangat
sedikit,sehingga masyarakat kawasan Kecamatan Lingkar Tambang
kurang memiliki wawasan tentang lingkungan hidup khususnya

hukum lingkungan

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup harusnya meningkatkan kegiatan
sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait proses perizinan
yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat jadi tahu dan
paham bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam setiap
proses perizinan lingkungan serta lebih meningkatkan fungsi
pengawasan terhadap pemrakarsa. Perlunya konsistensi dalam

menjalan Amanah dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009
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tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup demi
terciptanya konsep pembangunan berkelanjutan dan berkemitraan.
Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjembatani kemitraan
antara masyarakat dan PT.Nusa Halmaera Mineral demi terciptanya
lingkungan sehat yang merupakan hak asasi manusia.
2. Kepada PT. Nusa Halmaera Mineral
PT. Nusa Halmaera Mineral harus melibatkan peran serta
masyarakat karena dampak terjadi terkena pada masyarakat
sehingga masyarakat harus dijadikan bagian penting dalam setiap
tahap proses perizinan lingkungan PT.Nusa Halmaera Mineral
sehngga menciptakan sebuah keputusan yang berkualitas dan dapat
mewadai semua kepentingan antara masyarakat, PT. Nusa Halmaera
Mineral, dan Pemerintah sehingga terciptanya pembangunan yang
berkelanjutan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
3. Kepada Masyarakat

Masyarakat harus lebih aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara agar
menjadi paham tentang Pendidikan lingkungan hidup serta
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan lingkungan
hidup serta peka dan aktif untuk mengkritik pemerintah dan
perusahaan sehingga menekan tejadinya pencemaran lingkungan
hidup karena peran masyarakat sangat vital dalam menjaga

kelestarian lingkungan dengan konsep kemitraan, keacuhan
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masyarakat menjadi penghalang terciptanya lingkungan yang sehat

dan baik.
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